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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

enimbang:

bahwa pembangunan nasond bertujuan untuk mewujudkan masyarekat adil dan
makmur yang merda material dan spiritud berdasarkan Pancasila dan  Undang-
Undang Dasar 1945;

bahwa bangunan gedung penting sebaga tempat manusa meakukan kegiatannya
untuk mencapal berbagal sasran yang menunjang terwujudnya tujuan  pembangunan
nasond,;

bahwa bangunan gedung harus disdenggarakan secara tertihuruf b, diwujudkan
sesua dengan fungdnya, sata dipenuhinya persyaratan  adminidratif dan  teknis
bangunan gedung;

bahwa agar bangunan gedung dapat tersdenggara secara tertib dan terwujud sesua
dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimeksud ddam huruf a huruf b,
huruf ¢, dan huruf d di aas pelu membentuk Undang-undang tentang Bangunan
Gedung;

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1) dan Pasd 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimanateah
diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasa 1

Daam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Bangunan gedung addah wujud fisk hesl pekejaan konstruks yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau sduruhnya berada di atas darvatau di
ddam tanah dan/atau ar, yang befungs sdbaga tempat manusa meakukan
kegiatannya, bak untuk hunian atau tempat tinggd, kegiatan kesgamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosd, budaya, maupun kegiatan khusus.

Penydenggaraan bangunan gedung addah kegiaan pembangunan yang meiputi
proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruks, serta kegiatan pemanfaatan,
pelestarian, dan pem-bongkaran.

Pemanfaatan bangunan gedung addah kegiatan memanfaastkan bangunan gedung
sesua dengan fungs yang tdah ditetapkan, termasuk  kegiatan pemdiharaan,
perawatan, dan pemeriksaan secara berkaa

Pemeliharaan addah kegiatan menjaga keanddan bangunan gedung beserta prasarana
dan sarananya agar sddu lak fungs.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Perawatan addah kegigtan memperbaiki  darvatau mengganti  bagian  bangunan
gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan
gedung tetep laik fungs.

Pemeriksaan berkala addah kegiatan pemeriksaan keandadan sduruh atau sebagian
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasrana dan sarananya
dalam tenggang wakiu tertentu guna menyatakan kelaikan fungs bangunan gedung.
Pelestarian addah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeiharaan bangunan gedung
dan lingkungannya untuk mengembaikan keanddan bangunan tersebut sesua dengan
adinya atau sesual dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

Pembongkaran addlah kegiatan membongkar atau merobohkan sdluruh atau sebagian
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

Pemilik bangunan gedung addah orang, badan hukum, kedompok orang, atau
perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagal pemilik bangunan gedung.

Pengguna bangunan gedung addah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik
bangunan gedung berdasarkan kesepa-katan dengan pemilik bangunan gedung, yang
menggunakan davatau mengeola bangunan gedung aau bagian bangunan gedung
sesua dengan fungs yang ditetapkan.

Pengkgi teknis addah orang perorangan, aau badan hukum yang mempunya
setifikat  keahlian untuk melaksanakan pengkgian teknis aas kedakan fungs
bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Masyarakat addah perorangan, kelompok, badan hukum atau ussha, dan lembaga
aau organises yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat
hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penydenggaraan
bangunan gedung.

Prasrana dan sarana bangunan gedung addah faslitas kelengkapan di ddam dan di
lur bangunan gedung yang mendukung pemenuhan tersdenggaranya  fungs
bangunan gedung.

Pemerintah Pusat, sdanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan
Republik Indonesiayang terdiri dari Presiden beserta para menteri.

Pemerintah Dagrah adalah kepala daerah kabupaten atau kota beserta perangkat
daerah otonom yang lain sebagal badan eksekutif daerah, kecudi untuk Proving
Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur.

BAB Il
ASAS, TUIUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Bangunan gedung disdenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, kesdamatan,
kesaimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

Pasal 3

Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:

1.

2.

mewujudkan bangunan gedung yang fungsond dan sesua dengan tata bangunan
gedung yang seras dan sdlaras dengan lingkungannya;

mewujudkan tertib penydenggaraan bangunan gedung yang menjamin  keanddan
teknis bangunan gedung dai segi kesdamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kemudahan;

mewujudkan kepastian hukum dalam penydenggaraan bangunan gedung.

Pasd 4

Undang-undang ini mengatur Kketentuan tentang bangunan gedung yang mdiputi  fungg,
persyaratan, penydenggaraan, peran masyarakat, dan pembinaan.

BAB Il
FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5



(1) Fungs bangunan gedung mdiputi fungs hunian, keagamaan, usaha, sodd dan
budaya, sertafungs khusus.

(2) Bangunan gedung fungs hunian sebagamana dimeksud ddam ayat (1) meiputi
bangunan untuk rumah tinggd tunggd, rumah tinggd deret, rumah susun, dan rumah
tinggd sementara

(3) Bangunan gedung fungs keagamaan sebagamana dimaksud ddam ayat (1) mdiputi
magid, gerga, pura, wihara, dan kelenteng.

(4) Bangunan gedung fungd ussha sebagamana dimeksud ddam aya (1) mdiputi
bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotedan, wisata
dan rekreas, termina, dan penyimpanan.

(5) Bangunan gedung fungd sosd dan budaya sebagamana dimeksud ddam ayat (1)
meliputi  bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan,
laboratorium, dan pelayanan umum.

(6) Bangunan gedung fungs khusus sebagamana dimeksud ddam ayat (1) mdiputi
bangunan gedung untuk resktor nuklir, ingdas petahanan dan keamanan, dan
bangunan sgenis yang diputuskan oleh menteri.

(7) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungs.

Pesal 6

(1) Fungs bangunan gedung sebagaimana dimeksud ddam Pasa 5 harus sesua dengan
peruntukan lokas yang diatur dadam Peraturan Dagrah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/K ota

(2) Fungs bangunan gedung sebagaimana dimeksud daam ayat (1) ditetgpkan oleh
Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan.

(3) Perubahan fungsd bangunan gedung yang telah ditetgpkan sebagamana dimaksud
ddam ayat (2) haus mendapatkan persetuyjuan dan penetgpan kembdi oleh
Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan mengenal tata cara penetgpan dan perubahan fungs bangunan gedung
sebagamana dimaksud ddam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Perauran
Pemerintah.

BAB IV
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama
Umum

Pasa 7

(1) Setigp bangunan gedung harus memenuhi persyaratan adminidtretif dan persyaratan
teknis sesual dengan fungs bangunan gedung.

(2) Persyaratan adminidratif bangunan gedung sebagamana dimaksud dadam aya (1)
meliputi persyaratan datus hak aas tanah, datus kepemilikan bangunan gedung, dan
izin mendirikan bangunan.

(3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimeksud daam aya (1) mdiputi
persyaratan tata bangunan dan persyaratan keanddan bangunan gedung.

(4) Penggunaan ruang di aas dan/aau di bawah tanah dan/atau ar untuk bangunan
gedung harus memiliki izin penggunaan sesual ketentuan yang berlaku.

(5) Persyaratan adminidratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung
semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada
daerah lokas bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesua kondis sosa dan
budaya setempat.

Bagian Kedua
Persyaratan Adminidratif Bangunan Gedung

Pasa 8
(1) Setigp bangunan gedung harus memenuhi persyaratan adminidratif yang meliputi:



dtatus hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;

gtatus kepemilikan bangunan gedung; dan

izin mendirikan bangunan gedung;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Setlap orang aau badan hukum dgpat memiliki bangunan gedung aau bagian
bangunan gedung.

(3) Pemerintah Daerah wagib mendata bangunan gedung untuk  keperluan tertib
pembangunan dan pemanfaatan.

(4) Ketentuan mengenal izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud ddam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

oo oW

Bagian Ketiga
Persyaratan Tata Bangunan

Paragraf 1
Umum

Pasa 9

(1) Persyaratan tata bangunan sebagamana dimeksud ddam Pasd 7 ayat (3) mdiputi
persyaratan peruntukan dan intendtas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung,
dan persyaratan pengenddian dampak lingkungan.

(2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimeksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih
lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan mengena  tata cara penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
sebagamana dimaksud ddam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perauran
Pemerintah.

Paragraf 2
Persyaratan Peruntukan dan
Intensitas Bangunan Gedung

Pasal 10

(1) Pesyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung sebagai-mana dimaksud
ddan Pasd 9 aa (1) mdiputi persyaratan peruntukan lokas, kepadatan,
ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetgpkan untuk lokas yang
ber- sangkutan.

(2) Pemerintah Dagrah wgib menyediakan dan memberikan informes secara terbuka
tentang persyaratan peruntukan dan intendtas bangunan gedung bagi masyarakat
yang memerlukannya.

Pasal 11

(1) Persyaratan peruntukan lokas sebagamana dimaksud ddam Pasd 10 ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang tata ruang.

(2) Bangunan gedung yang dibangun di atas, davatau di bawah tanah, ar, dan/atau
prasyana dan saana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan,
fungs lindung kawasan, dan/aau fungs prasarana dan s¥ana umum  yang
bersangkutan.

(3) Ketentuan mengenal  pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimeksud dadam
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12
(1) Persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan sebagaimana dimeksud daam Pasd
10 aya (1) mdiputi Kkoefisen dasar bangunan, koefiden lanta bangunan, dan
ketinggian bangunan sesua dengan ketentuan yang ditetapkan untuk lokas yang
bersangkutan.



(2) Persyaratan jumlah lantal maksmum bangunan gedung aau bagian bangunan gedung
yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan keamanan,
kesehatan, dan daya dukung lingkungan yang dipersyaratkan.

(3) Bangunan gedung tidek boleh mdebihi  ketentuan maksmum kepadatan dan
ketinggian yang ditetgpkan padalokas yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenal tata cara perhitungan dan penetepan kepadatan dan ketinggian
sebagamana dimaksud ddam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 13

(1) Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimeksud ddam Pasd 10
ayat (1) mdiputi:

a. gais sempadan bangunan gedung dengan as jdan, tepi sunga, tepi panta, jadan
kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi;

b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jdan
dan pagar hdaman yang diizinkan padalokas yang bersangkutan.

(2) Persyaratan jarak bebas bangunan gedung aau bagian bangunan gedung yang
dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan batas-batas lokad,
keamanan, dan tidak mengganggu fungs utilitas kota, sata peaksanaan
pembangunannya

(3) Ketentuan mengenai  persyaratan  jarak bebas bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Persyaratan Argtektur Bangunan Gedung

Pasa 14

(1) Persyaratan ardtektur bangunan gedung sebagamana dimaksud ddam Pasd 9 ayat
(1) mdiputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang ddam,
kessimbangan, keserasan, dan kesdarasan bangunan gedung dengan lingkungannya,
serta pertimbangan adanya kessimbangan antara nilai-nila soda budaya setempat
terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

(2) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagamana dimeksud ddam ayat (1)
harus memperhatikan bentuk dan karakteristik arstektur dan lingkungan yang ada di
sekitarnya

(3) Persyaratan tata ruang ddam bangunan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) harus
memperhatikan fungs ruang, astektur bangunan gedung, dan keanddan bangunan
gedung.

(4) Persyaratan kessimbangan, keserasian, dan kesdarasan bangunan gedung dengan
lingkungannya sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) harus mempertimbangkan
terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, sered,
dan sdaras dengan lingkungannya.

(5) Ketentuan mengenal  penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan,
dan kesdaasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud
ddam aya (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 4
Persyaratan Pengendaian Dampak Lingkungan

Pasal 15
(1) Penergpan persyaratan  pengenddian dampak lingkungan hanya berlaku  bagi
bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
(2) Persyaratan pengenddian dampak lingkungan pada bangunan gedung sebagaimana
dimaksud ddam aya (1) sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.



Bagian Keempat
Persyaratan Keandd an Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 16
(1) Persyaratan keandadan bangunan gedung sebagaimana dimaksud daam Pasd 7 ayat
(3), meiputi persyaratan kesdamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
(2) Persyaratan keanddan bangunan gedung sebagaimana dimeksud dadam ayat (1)
ditetapkan berdasarkan fungs bangunan gedung.

Paragraf 2
Persyaratan K eselamatan

Pasa 17

(1) Persyaratan kesdamatan bangunan gedung sebagaimana dimeksud ddam Pasd 16
aya (1) mdiputi persyaaan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban
muatan, serta kemampuan bangunan gedung ddam mencegah dan menanggulangi
bahaya kebakaran dan bahaya petir.

(2) Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatannya
sebagamana dimaksud ddam ayat (1) merupakan kemampuan struktur bangunan
gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan.

(3) Persyaratan kemampuan bangunan gedung ddam mencegah dan  menenggulangi
bahaya kebakaran sebagamana dimaksud ddam ayat (1) merupakan kemampuan
bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadep bahaya kebakaran medui
sstem proteks pasf danv/atau proteks aktif.

(4) Persyaratan kemampuan bangunan gedung ddam mencegah bahaya petir
sebagamana dimeksud ddam aya (1) merupakan kemampuan bangunan gedung
untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya petir meldui sstem penangka petir.

Pasal 18

(1) Persyaratan kemampuan sruktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh daam
mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud ddam Pasd 17 ayat (2) merupakan
kemampuan druktur bangunan  gedung yang sabil dan kukuh sampa  dengan
kondis pembebanan maksmum ddam mendukung beban muatan hidup dan beban
muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk mendukung beban
muatan yang timbul akibat perilaku dam.

(2) Besanya beban muatan dihitung berdasarkan fungs bangunan gedung pada kondis
pembebanan makdmum dan varias pembebanan agar bila terjadi  keruntuhan
pengguna bangunan gedung masih dapat menyedamatkan diri.

(3) Ketentuan mengena  pembebanan, ketahanan terhadap gempa bumi dan/atau angin
sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) dan ayat (2) diaur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sstem proteks pasf
sebagamana dimaksud ddam Pasd 17 aya (3) mdiputi kemampuan dabilitas
gruktur dan demennya, konstruks tahan api, kompartemenisas dan pemisahan, serta
proteks pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatas kecepatan menjdarnya
api dan asap kebakaran.

(2) Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sstem proteks  aktif
sebagaimana dimaksud daam Pasd 17 ayat (3) meliputi kemampuan perdaan daam
mendeteks dan  memadamkan kebakaran, pengenddian asap, dan sarana
penydamatan kebakaran.

(3) Bangunan gedung, sdan rumah tinggd, harus dilengkgpi dengan Sdem proteks
pasf dan aktif.



(4) Ketentuan mengenal sistem pengamanan bahaya kebakaran sebagaimana  dimaksud
ddam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

(1) Pengamanan terhadap bahaya petir medui sstem penangkd petir sebagamana
dimaksud daam Pasd 17 ayat (4) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk
melindungi semua bagian bangunan gedung, termasuk manuda di dadamnya terhadap
bahaya sambaran petir.

(2) Sgem penangkd petir sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) merupakan ingtdas
penangkd petir yang harus dipasang pada setigp bangunan gedung yang karena letak,
gfat geografis, bentuk, dan penggunaannya mempunyai risiko terkena sambaran petir.

(3) Ketentuan mengenal ssem penangkd petir sebagamana dimaksud ddam ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Persyaratan Kesehatan

Pasa 21
Persyaratan kesehatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud ddam Pesd 16 ayat (1)
meliputi persyaratan dstem penghawaan, pencahayaan, sanitad, dan penggunaan bahan
bangunan gedung.

Pasal 22

(1) Ssgem penghawaan sebagaimana dimaksud daam Pasd 21 merupakan kebutuhan
dgrkulas dan pertukaran udara yang harus disediakan pada bangunan gedung medui
bukaan darvatau ventilas dami dan/atau ventilas buatan.

(2) Bangunan gedung tempat tinggd, peayanan kesehatan, pendidik-an, dan bangunan
pelayanan umum lainnya harus mempunya bukaan untuk ventilas dami.

(3) Ketentuan mengenal Sstem penghawaan  sebagaimana dimaksud daam aya (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1) Sstem pencahayaan sebagaimana dimaksud ddam Pasal 21 merupakan kebutuhan
pencahayaan yang harus disediskan pada bangunan gedung medaui  pencahayaan
aami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat.

(2) Bangunan gedung tempat tinggd, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan
pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan dami.

(3) Ketentuan mengena sstem pencahayaan sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasa 24

(1) Sgem sanites sebagamana dimaksud ddam Pasal 21 merupakan kebutuhan sanites
yang harus disedigkan di ddam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi
kebutuhan air bersh, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah,
serta penyduran ar hujan.

(2) Sdem sanites pada bangunan gedung dan lingkungannya harus dipasang sehingga
mudah dadam pengoperasan dan pemdiharaannya, tidek membahayakan serta tidak
mengganggu lingkungan.

(3) Ketentuan mengenal sstem sanitas sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) dan aya
(2) diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25
(1) Penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimeksud ddam Pasd 21 harus
aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidek menimbulkan dampak
negatif terhadap lingkungan.
(2) Ketentuan mengena  penggunaan bahan bangunan gedung sebagamana  dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



Paragraf 4
Persyaratan Kenyamanan

Pasal 26

(1) Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud ddam Pasd 16
aya (1) mdiputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kondis udara
ddam ruang, pandangan, sertatingkat getaran dan tingkat kebisngan.

(2) Kenyamanan ruang gerak sebagaimana dimaksud daam ayat (1) merupakan tingkat
kenyamanan yang diperodleh dai dimens ruang dan taa letak ruang yang
memberikan kenyamanan bergerak daam ruangan.

(3) Kenyamanan hubungan antarruang sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) merupakan
tingkat kenyamanan yang diperoleh dari tata letak ruang dan drkulas  antarruang
dalam bangunan gedung untuk terselenggaranya fungs bangunan gedung.

(4) Kenyamanan kondis udara ddam ruang sebagamana dimaksud ddam aya (1)
merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di
dalam ruang untuk terselenggaranya fungs bangunan gedung.

(5) Kenyamanan pandangan sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) merupakan kondis
dimana hak pribadi orang ddam mdaksanakan kegiatan di ddam bangunan
gedungnyatidak terganggu dari bangunan gedung lain di sekitarnya.

(6) Kenyamanan tingkat getaran dan kebisngan sebagamana dimaksud ddam ayat (1)
merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh suatu keadaan yang tidak
mengekibatkan pengguna dan fungs bangunan gedung terganggu oleh getaran
dan/atau kebisngan yang timbul bak dai ddam bangunan gedung maupun
lingkungannya

(7) Ketentuan mengenai  kenyamanan ruang gerak, tata hubungan antarruang, tingkat
kondis udara ddam ruangan, pandangan, sarta tingkat getaran dan  kebisingan
sebagamana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5
Persyaratan Kemudahan

Pasal 27

(1) Persyaratan kemudahan sebagamana dimaksud ddam Pasd 16  ayat (1) méiputi
kemudahan hubungan ke, dari, dan di ddam bangunan gedung, serta kelengkapan
prasarana dan sarana ddam pemanfaatan bangunan gedung.

(2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di ddam bangunan gedung sebagamana
dimaksud ddam ayat (1) mdiputi tersedianya fadlitas dan akseshilitas yang mudah,
aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usa

(3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) pada
bangunan gedung untuk kepentingan umum mdiputi penyediaan faslitas yang cukup
untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah,
sertafadlitas komunikas dan informes.

(4) Ketentuan mengenal kemudahan hubungan ke, dari, dan di ddam bangunan gedung,
serta kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat  (2) dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28
(1) Kemudahan hubungan horizontal antarruang dadam bangunan gedung sebagamana
dimaksud ddam Pasd 27 ayat (2) merupakan keharusan bangunan gedung untuk
menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang.
(2) Penyediaan mengena  jumlah, ukuran dan kondruks teknis pintu dan Kkoridor
disesuaikan dengan fungs ruang bangunan gedung.
(3) Ketentuan mengenal  kemudahan hubungan  horizontd antarruang ddam  bangunan
gedung sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dan ayat (2) diaur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.



Pasal 29

(1) Kemudahan hubungan vertikd dalam bangunan gedung, termasuk sarana transportas
vertika sebagaimana dimaksud dalam Pasd 27 ayat (2) berupa penyediaan tangga,
ram, dan sgenisnya serta lift dan/atau tangga berjadan ddam bangunan gedung.

(2) Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan
lantar yang sau dengan yang lannya dengan mempertimbangkan kemudahan,
keamanan, kesdlamatan, dan kesehatan pengguna.

(3) Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan tertentu
dan/aau sarana akses vertikd lannya dengan mempertimbangkan kemudahan dan
keamanan pengguna sesual standar teknis yang berlaku.

(4) Bangunan gedung dengan jumlah lanta  lebih dari 5 (lima) harus dilengkepi dengan
sarana trangportas vertikal  (lift) yang dipasang sesua dengan kebutuhan dan fungs
bangunan gedung.

(5) Ketentuan mengena  kemudahan hubungan  vertikd ddam  bangunan  gedung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1) Akses evakuas ddam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dadam Pasd 27 ayat
(2) harus disediakan di ddam bangunan gedung mdiputi Sstem peringatan bahaya
bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jaur evekuas gpabila terjadi bencana
kebakaran dan/atau bencanalainnya, kecuai rumah tinggd.

(2) Penyediaan akses evakuas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dicapa
dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.

(3) Ketentuan mengena  penyediaan akses evakuas sebagamana dimeksud ddam aya
(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

(1) Penyediaan fadlitas dan akseshilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usa
sebagaimana dimaksud ddam Pasd 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua
bangunan gedung, kecudi rumah tinggd.

(2) Fadlites bagi penyandang cacat dan lanjut usa sebagaimana dimaksud ddam ayat
(1), termasuk penyedisan fadlitas akseshilitas dan fadlitas lainnya ddam bangunan
gedung dan lingkungannya.

(3) Ketentuan mengena penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usa
sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) dan ayat (2) diaur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 32
(1) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud daam Pasd 27 ayat (3)
merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung untuk kepentingan umum.
(2) Ketentuan mengenai kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dadam
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Bagian Kdima
Persyaratan Bangunan Gedung Fungs Khusus

Pasal 33
Persyaratan adminidratif dan teknis untuk bangunan gedung fungs khusus, sdain harus
memenuhi ketentuan dalam Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat pada
Bab ini, juga haus memenuhi persyardan adminidraif dan teknis khusus yang
dikeluarkan oleh instans yang berwenang.

BABV
PENY ELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG



Bagian Pertama
Umum

Pasd 34

(1) Penydlenggaraan bangunan gedung mdiputi  kegiatan pembangun-an, pemanfaatan,
pelestarian, dan pembongkaran.

(2) Ddam penydenggaraan bangunan gedung sebagamana dimeksud ddam aya (1)
penyelenggara berkewgiban memenuhi persyaratan bangunan gedung sebagamana
dimaksud dalam Bab 1V undang-undang ini.

(3) Penydenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa
kongtruks, dan pengguna bangunan gedung.

(4) Pemilik bangunan gedung yang bedum dapat memenuhi persyaratan sebagamana
dimaksud daam Bab 1V undang-undang ini, tetgp harus memenuhi ketentuan tersebut
secara bertahap.

Bagian Kedua
Pembangunan

Pasal 35

(1) Pembangunan bangunan gedung disdenggarakan meddui tahapan perencanaan dan
pel aksanaan beserta pengawasannya.

(2) Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan bak di tanah milik sendiri maupun
di tanah milik pihak lan.

(3) Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud
ddam aya (2) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung.

(4) Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setdlah rencana teknis bangunan
gedung disetujui olen Pemerinteh Daerah ddam bentuk izin mendirikan bangunan,
kecudi bangunan gedung fungs khusus.

Pasal 36

(1) Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli.

(2) Pengesshan rencana  teknis bangunan gedung fungs khusus ditetgpkan  oleh
pemerintah setelah mendapat pertimbangan teknistim ahli.

(3) Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dan
aya (2) bedfaa ad hoc terdiri atas para ahli yang diperlukan sesua  dengan
kompleksitas bangunan gedung.

(4) Ketentuan mengenal  tata cara pengesshan rencana teknis  bangunan  gedung
sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dan ayat (2) dan keanggotaan tim ahli
bangunan gedung sebagaimana dimaksud ddam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 37

(1) Pemanfastan bangunan gedung dilakukan olen pemilik aau pengguna bangunan
gedung satdah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi  persyaratan lak
fungd.

(2) Bangunan gedung dinyatakan memenuhi  persyaraan lak fungs gpabila tdah
memenuhi  persyaratan teknis, sebagamana dimaksud ddam Bab 1V undang-undang
in.

(3) Pemdiharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkada pada bangunan gedung
harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungs.

(4) Ddam pemanfaatan bangunan gedung, pemilik atau pengguna bangunan gedung
mempunya hak dan kewgjiban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.



(5) Ketentuan mengenai  tata cara pemeiharaan, perawatan, dan pemerikssan secara
berkaa bangunan gedung sebagamana dimaksud ddam ayat (3) diaur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pelestarian

Pasa 38

(1) Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebaga cagar budaya sesua
dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan.

(2) Pendtlgpan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan diletarikan
sebagamana dimaksud daam ayat (1) dilakukan olen Pemerintah Dagrah dan/atau
Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeiharaan atas bangunan
gedung dan lingkungannya sebagamana dimeksud ddam aya (1) hanya dapat
dilakukan sepanjang tidek mengubah nila dan/atau karekter cagar budaya yang
dikandungnya.

(4) Perbakan, pemugaran, dan pemanfastan bangunan gedung dan lingkungan cagar
budaya yang dilakukan menydahi ketentuan fungs dan/atau karakter cagar budaya,
harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai perlindungan dan pdestarian sebagamana dimaksud dadam aya
(1) dan ayat (2) serta teknis pedaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan
sebagamana dimaksud ddam ayat (3) dan aya (4) diaur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian Kdima
Pembongkaran

Pasal 39
(1) Bangunan gedung dapat dibongkar apabila:
a. tidak laik fungs dan tidak dapat diperbaiki;
b. dapa menimbulkan bahaya ddam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau
lingkungannya;
c. tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) huruf
adan huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengkajian teknis.

(3) Pengkgian teknis bangunan gedung sebagaimana dimeksud daam aya (2), kecudi
untuk rumah tinggd, dilakukan oleh pengkgi teknis dan pengadaannya menjadi
kewgjiban pemilik bangunan gedung.

(4) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunya dampak luas terhadap
kesdamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis
pembongkaran yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

(5) Ketentuan mengenal tata cara pembongkaran bangunan gedung sebagaimana
dimaksud ddam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Hak dan Kewgjiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung

Pasa 40
(1) Ddam penydenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai
hak:

a. mendgpatkan pengesshan dari Pemerintah Daerah atas rencana teknis bangunan
gedung yang telah memenuhi persyaratan;

b. medaksanakan pembangunan  bangunan gedung Sesua dengan perizinan yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Dagrah;



C.

d.

mendapatken surat  ketetgpan  bangunan  gedung dan/atau  lingkungan  yang
dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah Daerah;

mendapatkan  insentif sesua  dengan  peraturan  perundang-undangan  dari
Pemerintah Dagrah karena bangunannya ditetapkan sebagai bangunan yang harus
dilindungi dan dilestarikan;

mengubah fungs bangunan satdah mendgpa izin  tertulis dai  Pemerintah
Daerah;

mendapatkan ganti rugi sesual  dengan peraturan  perundang-undangan gpabila
bangunannya dibongkar olen Pemerintah Dagrah aau pihak lan yang bukan
diakibatkan oleh kesdahannya.

(2) Ddam penydenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunya
kewgjiban:

a

b.

C.

d.

menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi persyardian  yang
ditetepkan sesua dengan fungsinya;

memiliki izin mendirikan bangunan (IMB);

melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesua dengan rencana teknis yang
tdah disshkan dan dilakukan daam batas waktu berlakunya izin mendirikan
bangunan;

meminta pengesshan dari Pemerinteh Dagrah aas perubahan rencana teknis
bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan.

Pasal 41

(1) Ddam penydenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna bangunan gedung
mempunyal hek :

a

b.

C.

d.

e

mengetahui tata caralproses penye enggaraan bangunan gedung

mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokas dan intengtas bangunan pada
lokas dan/atau ruang tempat bangunan akan dibangun;

mendapatkan keterangan tentang ketentuan persyaratan keanddan  bangunan
gedung,

mendapatkan keterangan tentang ketentuan bangunan gedung yang laik fungs;
mendapatkan  keterangan tentang  bangunan gedung danv/atau lingkungan yang
harus dilindungi dan dilestarikan.

(2) Ddam penydenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna bangunan gedung
mempunya kewgjiban:

a

b.

C.

d.

e.
f

memanfaatkan bangunan gedung sesua dengan fungsinya;

memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara berkaa;

melengkapi  pedoman/petunjuk  pelaksanaan  pemanfastan  dan  peméiharaan
bangunan gedung;

melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungs bangunan gedung.
memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetgpkan tidek laik fungs;

membongkar bangunan gedung yang tdah ditetapkan tidak laik fungs dan tidek
dapat diperbaki, dgpat menimbulkan bahaya ddam pemanfaastannya, atau tidak
memiliki izin mendirikan bangunan, dengan tidek mengganggu kesdamaan dan
ketertiban umum.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 42

(1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat :

a

b.

C.

memantau dan menjaga ketertiban penye enggaraan,;

memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau  Pemerintah Daerah  dadam
penyempurnaan peraturan, pedoman, dan dandar teknis di bidang bangunan
gedung;

menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instand yang berwenang
terhadep penyusunan rencana tata  bangunan dan lingkungan, rencana teknis



bangunan gedung tertentu, dan kegiaan penydenggaraan yang menimbulkan
dampak penting terhadap lingkungan;
d. meaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu,
merugikan, dar/atau membahayakan kepentingan umum.
(2) Ketentuan mengena peran masyarakat sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasd 43

(1) Pemerintah menydenggarakan pembinaan bangunan gedung secara nasond  untuk
meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penye enggaraan bangunan gedung.

(2) Pemerintah Daerah meaksanakan pembinaan penyeenggaraan  bangunan  gedung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di daerah.

(3) Sebagian penydenggaraan dan pelaksanaan pembinaan sebagamana dimeksud dadam
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan
bangunan gedung.

(4) Pemerintah Dagrah dan masyarekat ddam meaksanakan pembinaan sebagaimana
dimaksud ddam ayat (2) dan ayat (3) melakukan pemberdaysan masyarakat yang
belum mampu untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ddam Bab V.

(5) Ketentuan mengena  pembinaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud ddam ayat
(2), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
SANKSI

Pasal 44
Setigp pemilik dan/atau pengguna yang tidek memenuhi  kewgiban pemenuhan fungs,
dan/atau persyaratan, dan/atau penydenggaraan  bangunan  gedung  sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanks adminigtratif dan/atau sanks pidana.

Pasal 45

(1) Sanks adminigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa:

peringatan tertulis,

pembatasan kegiatan pembangunan,

penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan,

penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;

pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;

pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;

pembekuan sartifikat laik fungs bangunan gedung;

pencabutan sertifikat laik fungs bangunan gedung; atau
i.  perintah pembongkaran bangunan gedung.

(2) Sdain pengenaan sanks adminigratif sebagamana dimaksud ddam aya (1) dapat
dikena sanks denda pding banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan
yang sedang atau telah dibangun.

(3) Jenis pengenaan sanks sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dan ayat (2) ditentukan
oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

(4) Ketentuan mengenal tata cara pengenaan sanks sebagaimana dimeksud daam aya
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

S@rpo0 o

Pasal 46
(1) Setigp pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidek memenuhi  ketentuan
ddam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara pding lama 3 (tigd) tahun
dan/atau denda paing banyak 10% (sepulun per seratus) dari nila bangunan, jika
karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.



(2) Setigp pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidek memenuhi  ketentuan
ddam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara pding lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nila bangunan
gedung, jika kaenanya mengekibatkan kecdakaan bagi orang lan  yang
mengakibatkan cacat seumur hidup.

(3) Setigp pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidek memenuhi  ketentuan
ddam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara pding lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda pding banyak 20% (dua pulun per seratus) dari nila  bangunan
gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

(4) Dadam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.

(5) Ketentuan mengenal tata cara pengenaan sanks sebagaimana dimaksud ddam ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47
(1) Setigp orang atau badan yang karena keldaannya melanggar ketentuan yang telah
ditetapkan dadam undang-undang ini sehingga mengekibatkan bangunan tidek lak
fungs dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda.
(2) Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagamana dimaksud ddam ayat (1)
mdiputi:

a. pidana kurungan pding lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paing banyak
1% (satu per sraus) dai nila bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan
kerugian harta benda orang lain;

b. pidana kurungan pding lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paing banyak
2% (dua per seratus) dari nila bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan
kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup

c. pidana kurungan pding lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paing banyak
3% (tiga per seratus) dari nila bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan
hilangnya nyawa orang lain.

(3) Ketentuan mengenal tata cara pengenaan sanks sebagaimana dimaksud daam ayat

(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

(1) Peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung yang telah ada dan tidak
bertentangan dengan undang-undang ini, dinyatakan tetap berleku sampa  diadakan
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

(2) Bangunan gedung yang tedah memperolen perizinan yang dikduarkan oleh
Pemerintah Daerah sebdlum berlakunya  undang-undang ini izinnya  dinyatakan
masih tetap berlaku.

(3) Bangunan gedung yang tdah bediri, tetgoi bdum memiliki izin  mendiriken
bangunan pada saat undang-undang ini  diberlakukan, untuk memperoleh izin
mendirikan bangunan harus mendapatkan sertifikat lak fungs berdasarkan ketentuan
undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Undang-undang ini mula berlaku 1 (satu) tahun terhitung sgak diundangkan.
Agar sdigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  undang-undang  ini
dengan penempatannya daam Lembaran Negara Republik Indonesia
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG

UMUM

Pembangunan nasona untuk memgukan kesgahteraan umum sebagamana dimua di
ddam Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya addah pembangunan manusa
Indonesa seutuhnya dan pembangunan sduruh masyarakat Indonesia yang menekankan
pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahirish dan kepuasan batiniah, daam
suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosia berdasarkan Pancasila

Bangunan gedung sebagal tempat manusa meakukan kegiatannya, mempunya peranan
yang sangat drategis daam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri
manusa Oleh karena itu, penyedenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina
demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekdigus
untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsond, andd, berjati diri, serta seimbang,
serad, dan selaras dengan lingkungannya.

Bangunan gedung merupakan sdah satu wujud fisk pemanfaatan ruang. Oleh karena itu
daam pengaturan bangunan gedung tetgp mengacu pada pengaturan penaaan ruang
sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin kepagtian dan ketertiban hukum ddam penydenggaraan  bangunan
gedung, sdtigp bangunan gedung harus memenuhi persyaratan adminidratif dan teknis
bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secaratertib.

Undang-undang tentang Bangunan Gedung mengaiur fungsd  bangunan  gedung,
persyaatan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan
kewgiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setigp tahgp penydeng-garaan
bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah,
sanks, ketentuan peraihan, dan ketentuan penutup.

Kesdurunan maksud dan tujuan pengaiuran tersebut dilandas oleh asas kemanfaatan,
kesdamatan, kessimbangan, dan keserasan bangunan gedung dengan lingkungannya,
bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara aktif bukan hanya ddam
rangka pembangunan dan pemanfastan bangunan gedung untuk Kkepentingan mereka
sendiri, tetgpi juga ddam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan
tertib penyd enggaraan bangunan gedung pada umumnya

Perwujudan bangunan gedung juga tidek terlepas dari peran penyedia jasa konstruks
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa kondruks bak sebaga
perencana, pelaksana, pengawas daau mangemen konstrukd  maupun  jasarjasa
pengembangannya, termasuk penyedia jasa pengkgi teknis bangunan gedung. Oleh
karena itu, pengaturan bangunan gedung ini juga harus bejdan sdring dengan
pengaturan jasa konstruks sesual dengan peraturan perundang- undangan.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka semua penydenggaraan bangunan
gedung bak pembangunan maupun pemanfaatan, yang dilakukan di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, serta oleh pihak
adang, wgib memauhi sduruh ketentuan yang tercantum dadam Undang-undang tentang
Bangunan Gedung.

Dadam menghadapi dan menyikapi kemguan teknologi, baik informas maupun arstektur
dan rekayasa, perlu adanya penergpan yang sembang dengan tetgp mempertimbangkan
nila-nila sosa budaya masyarakat setempat dan karakteristik arsitektur dan lingkungan
yang telah ada, khususnya nilai-nilai kontekstud, tradisond, spesifik, dan bersgarah.

Pengaturan ddam undang-undang ini juga memberikan ketentuan pertimbangan kondis
soga, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesa yang sangat beragam. Berkaitan
dengan hd tersebut, pemerintah terus mendorong, memberdayakan dan meningkatkan



kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi  ketentuan daam undang-undang  ini
secaa betahgp sehingga jaminan  keamanan, kesdamatan, dan kesehatan masyarakat
ddam menydenggarakan bangunan gedung dan lingkungannya dapat dinikmati  oleh
semua pihak secara adil dan dijiwa semangat kemanusiaan, kebersamaan, dan sding
membantu, serta dijiwal dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

Undang-undang ini megatur ha-had yang bersfat pokok dan normatif, sedangkan
ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan/atau
peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Peraturan Daerah, dengan tetgp
mempertimbangkan ketentuan dalam undang-undang lain yang terkait ddam peaksanaan

undang-undang ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasd 1

Cukup jelas

Pasd 2

Asas kemanfaatan dipergunakan sebaga landasan agar bangunan gedung  dapat
diwujudkan dan disdenggarakan sesua fungs yang ditetapkan, serta sebagai wadah
kegigdan manusa yang memenuhi nila-nila kemanusaan yang berkeadilan, termasuk
aspek kepatutan dan kepantasan.

Asas kesdamaian dipergunekan sebagal landasan agar bangunan gedung memenuhi
persyaratan bangunan gedung, yatu persyaratan keanddan teknis untuk menjamin
kesdamaan pemilik dan pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan lingkungan
di sekitarnya, di samping persyaratan yang bersifat administratif.

Asas kessimbangan dipergunakan sebagal landasan agar keberadaan bangunan gedung
berkdanjutan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan lingkungan di  sekitar
bangunan gedung.

Asas keserasan dipergunakan sebagal landasan agar penyelenggaraan bangunan gedung
dapat mewujudkan keserasan dan kesdarasan bangunan gedung dengan lingkungan di
sekitarnya

Pasa 3

Cukup jelas

Pasd 4

Dadam tigp tahapan penyedenggaraan bangunan gedung termasuk dengan pertimbangan
agpek sosd dan ekologis bangunan gedung.

Pengertian tentang lingkup pembinaan termasuk kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan
pengawasan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Rumah tinggd sementara addah bangunan gedung fungs hunian yang tidak dihuni
Secara tetap seperti asrama, rumah tamu, dan sgenisnya

Aya (3)

Lingkup bangunan gedung fungs keagamaan untuk bangunan magid termasuk mushola,
dan untuk bangunan gergja termasuk kapel.

Ayat (4)

Lingkup bangunan gedung fungs usasha addah:

perkantoran, termasuk kantor yang disewakan,

perdagangan, seperti warung, toko, pasar, dan md;

perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkdan;

perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, dan hotd;

wisata dan rekreas, seperti gedung pertemuan, olah raga, anjungan, bioskop, dan
gedung pertunjukan;

terminal, seperti termind angkutan darat, Sasun kereta gpi, bandara, dan pelabuhan
laut;

0. penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.

Ayat (5)

PP oW

o0



Cukup jelas

Ayat (6)

Bangunan gedung fungs khusus addah bangunan gedung yang fungsnya mempunya
tingkat kerahasaan tinggi untuk kepentingan nasond dau yang penyelenggaraannya
dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunya risko bahaya
tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung
berdasarkan usulan menteri terkait.

Bangunan inddas petahanan misdnya kubuw-kubu dan aau  pangkaanpangkdan
pertahanan (instdlas peluru kenddi), pangkdan laut dan pangkaan udara, serta depo
amunis.

Bangunan ingtaas keamanan misdnya laboratorium forensk dan depo amunis.

Ayat (7)

Kombinas fungs ddam bangunan gedung misdnya kombines fungs hunian dan fungs
usaha, seperti bangunan gedung rumahttoko, rumah-kantor, apartemen-ma, dan hote-
md, aau kombines fungs-fungs usasha seperti bangunan gedung kantor-toko dan hotel-
md.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Penetapan fungs bangunan gedung oleh Pemerinteh Daerah diberikan ddam proses
perizinan mendirikan bangunan gedung.

Ayat (3)

Sdigp perubahan fungs bangunan gedung harus diikuti oleh pemenuhan persyaratan
bangunan gedung terhadgp fungs yang baru, dan diproses kembai untuk mendapatkan
perizinan yang baru dari Pemerintah Daerah.

Perubshan fungs bangunan gedung termasuk perubahan pada fungs yang sama,
misdnya fungs usaha perkantoran menjadi fungs usaha perdagangan aau fungs sosd
pelayanan pendidikan menjadi fungs sosid pelayanan kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasd 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Misdnya pembangunan bangunan gedung seperti ma, termind, dan perkantoran yang
dibangun di atas atau di bawah jdan atau sunga, termasuk yang berada di atas atau di
bawah ruang publik.

lzin penggunaan aau pemanfastan ruang diberikan oleh ingans yang berwenang dan
bertanggung jawab aas penyeenggaraan prasxrana dan sarana umum atau fadlitas
lannyatempat bangunan gedung tersebut akan dibangun di atasnya atau di bawahnya.

Ayat (5)

Bangunan gedung adat addah bangunan gedung yang didirikan berdasarkan kadah
kaidah adat atau tradis masyarakat sesua budayanya, misanya bangunan rumah adat.
Bangunan gedung semi permanen addah bangunan gedung yang digunakan untuk fungs
yang ditetgpkan dengan konstruks semi permanen atau yang dapat ditingkatkan menjadi
permanen.

Bangunan gedung darurat addah bangunan gedung yang fungsnya hanya digunakan
untuk sementara, dengan kondruks tidak permanen atau umur bangunan yang tidak
lama, misanyadireks keet dan kios penampungan sementara.

Pemerintah Dagrah dapat menetgpkan suatu lokas sebaga daerah bencana dan
menetapkan larangan membangun pada batas waktu tertentu atau tak terbatas dengan
pertimbangan kesdamatan dan keamanan demi kepentingan umum atau menetgpkan



persyaratan khusus tata cara pembangunan gpabila daerah tersebut telah dinilai tidak
membahayakan.

Bagi bangunan gedung yang russk akibat bencana diperkenankan mengadakan perbaikan
darurat aau mendirikan bangunan gedung sementara untuk kebutuhan darurat dalam
batas waktu penggunaan tertentu, dan Pemerintah Daerah dapat membebaskan dan/atau
meringankan ketentuan perizinannya namun dengan tetgp memperhatikan keamanan,
kesdamatan, dan kesehatan manusia

Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat berkewgiban menata bangunan tersebut di
atas agar menjamin keamanan, kesdamatan, dan kemudahannya, serta keserasan dan
kesdarasan bangunan gedung dengan arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Pasa 8

Aya (1)

Huruf a

Hak atas tanah adadah penguasaan atas tanah yang diwujudkan daam bentuk sertifikat
sebagal tanda bukti  penguasaan/kepemilikan tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan
(HGB), hak guna usaha (HGU), hak pengeolaan, dan hak paka. Status kepemilikan atas
tanah dapat berupa sertifikat, girik, pethuk, akte jua beli, dan aktelbukti kepemilikan
lannya

lzin pemanfastan pada prindpnya merupakan persstujuan  yang dinyatakan ddam
perjanjian tertulis antara pemegang hak aas tanah atau pemilik tanah  dan pemilik
bangunan gedung.

Huruf b

Staus kepemilikan bangunan gedung merupakan surat  bukti - kepemilikan  bangunan
gedung yang dikduarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasl kegiatan pendataan
bangunan gedung.

Dadam hd terdgpa pengdihan hak kepemiliken bangunan gedung, pemilik yang baru
waib memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Huruf ¢

Izin mendirikan bangunan (IMB) addah surat bukti dari Pemerintah Dagrah bahwa
pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesua fungs yang telah ditetgpkan
dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang tdah disgtujui oleh Pemerintah
Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan orang aau badan hukum dadam undang-undang ini mdiputi
orang perorangan atau badan hukum.

Badan hukum privat antara lain addah perseroan terbatas, yayasan, badan usaha yang
lan seperti CV, firma dan bentuk usaha lainnya, sedangkan badan hukum publik antara
lan tediri dai indand/lembaga pemerintahan, perusshaan milik negara, perusahaan
milik daerah, perum, perjan, dan persero dapat pula sebaga pemilik bangunan gedung
atau bagian bangunan gedung.

Aya (3)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Dagrah addah ingtang teknis di kabupaten/kota yang
berwenang menangani pembinaan bangunan gedung.

Pendataan, termasuk pendaftaran bangunan gedung, dilakukan pada saat proses perizinan
mendirikan bangunan dan secara periodik, yang dimaksud-kan untuk keperluan tertib
pembangunan dan pemanfastan bangunan gedung, memberikan kepastian hukum tentang
gatus kepemilikan bangunan gedung, dan sistem informes.

Berdasarkan pendataan bangunan gedung, sebagal pelaksanaan dari asas pemisahan
horizonta, sdanjutnya pemilik bangunan gedung memperoleh surat bukti  kepemilikan
bangunan gedung dari Pemerintah Daerah.

Pasa 9

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2

Rencana taa bangunan dan lingkungan digunekan untuk pengenddian pemanfaatan
ruang suatu lingkungan/kawasan, menindeklanjuti rencana rinci tata ruang dan sebaga
panduan rancangan kawasan ddam rangka perwujudan kuditas bangunan gedung dan



lingkungan yang berkdanjutan dari aspek fungsond, sodd, ekonomi, dan lingkungan
bangunan gedung termasuk ekologi dan kuditas visud.

Rencana tata bangunan dan lingkungan memuat persyaratan tata bangunan yang terdiri
aas ketentuan program bangunan gedung dan lingkungan, rencana umum dan panduan
rancangan, rencana investas, ketentuan pengenddian rencana, dan  pedoman
pengendaian pelaksanaan.

Rencana tata bangunan dan lingkungan ditetapkan oleh Pemerintah Dagrah dan dapat
disusun berdasarkan kemitraan Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat sesua
tingkat permasal ahan pada lingkungan/kawasan yang bersangkutan.

Aya (3)

Cukup jelas

Pasa 10

Ayat (1)

Intensitas bangunan gedung addah ketentuan teknis tentang kepadatan dan ketinggian
bangunan gedung yang dipersyaratkan pada suatu lokas aau kawasan tertentu, yang
meliputi koefisen dasar bangunan (KDB), koefisen lanta bangunan (KLB), dan jumlah
lantal bangunan.

Ketinggian bangunan gedung addah tinggi maekamum bangunan gedung yang diizinkan
padalokas tertentu.

Jarak bebas bangunan gedung addah area di bagian depan, samping kiri dan kanan, serta
belakang bangunan gedung dalam satu persil yang tidak boleh dibangun.

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Aya (1)

Yang dimeksud dengan peruntukan lokas addah suatu ketentuan ddam rencana tata
ruang kabupaten/kota tentang jenis fungs aau kombinas fungs bangunan gedung yang
boleh dibangun pada suatu persil/kavliing/blok peruntukan tertentu.

Ayat (2)

Bangunan gedung dimungkinkan dibangun di aas aau di bawah tanah, ar, aau
prasarana dan sarana umum seperti jaur jaan dan/atau jalur hijau setdlah mendapatkan
izin dari pihak yang bewenang ddam penydenggaraan prasarana dan sarana yang
bersangkutan, dengan pertimbangan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang,
rencana tata bangunan dan lingkungan, tidek mengganggu fungs prasarana dan sarana
yang ber-sangkutan, serta tetgp mempertimbangkan keserasan bangunan gedung dengan
lingkungannya

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Aya (1)

Yang dimaksud dengan koefisen dasar bangunan (KDB) addah koefisen perbandingan
antaraluas lantal dasar bangunan gedung dan luas persil/ kaveing/blok peruntukan.

Yang dimaksud dengan koefisen lanta bangunan (KLB) addah koefisen perbandingan
anttara luas kesduruhan lanta bangunan gedung dan luas pesl/  kaveing/blok
peruntukan.

Penetgpan KDB, KLB, dan ketinggian bangunan gedung pada suatu lokas sesual
ketentuan tata ruang dan diagur oleh Pemerinteh Daerah medui rencana tata bangunan
dan lingkungan (RTBL).

Ayét (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasa 13

Ayat (1)



Yang dimaksud dengan gais sempadan addah garis yang membatas jarak bebas

minimum dai bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap batas lahan yang

dikuasa, antar massa bangunan lainnya, batas tepi sungal/ panta, jaan kereta api,
rencana saluran, dan/atau jaringan ligtrik tegangan tinggi.

Tepi sungal addah garistepi sungal yang diukur pada waktu pasang tertinggi.

Tepi panta addah garis panta yang diukur pada waktu pasang tertinggi dan waktu bulan

purnama.

Penetapan gais sempadan bangunan gedung oleh Pemerinteh Daerah  dengan

mempertimbangkan aspek  keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudshan, serta

keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan.

Aya (2

Untuk bangunan gedung faslitas umum seperti bangunan sarana transportas  bawah

tanah, penetapan jarak bebas bangunan ditetapkan secara khusus oleh Pemerintah Daerah

setel ah mempertimbangkan pendapat para ahli.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasd 14

Ayat (1)

Persyaratan arsitektur bangunan gedung dimaksudkan untuk mendorong perwujudan

kuditas bangunan gedung dan lingkungan yang mampu mencerminkan jati diri  dan

menjadi tdladan bagi lingkungannya, serta yang dapat secara aif mengakomodasikan
nila-nilai luhur budaya bangsa.

Ayat (2)

Pertimbangan terhadap bentuk dan karakteristik arstektur dan lingkungan yang ada di

skitar  bangunan gedung dimeksudkan untuk lebih  menciptakan kuditas lingkungan,

sepati mddui hamonisas nilai dan gaya arStektur, penggunaan bahan serta warna
bangunan gedung.

Ayat (3)

Cukup jelas

Aya (4)

Ruang luar bangunan gedung diwujudken untuk sekdigus mendukung pemenuhan

persyadaan kesdamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung,

disamping untuk mewadahi kegiatan pendukung fungs bangunan gedung dan daerah
hijau di sekitar bangunan.

Ruang terbuka hijau diwujudkan dengan memperhatikan potens unsur-unsur dami yang

ada ddam tgpak seperti danau, sungai, pohon-pohon menahun, tanah serta permukaan

tanah, dan dapat berfungs untuk kepentingan ekologis, sosd, ekonomi serta estetika

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasa 15

Aya (1)

Yang dimaksud dengan dampak penting addah perubahan yang sangat mendasar pada

suatu lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.

Bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhedap lingkungan addah

bangunan gedung yang dapat menyebabkan:

a perubahan pada dfat-gfat fisk davatau hayai lingkungan, yang melampaui  baku
mutu lingkungan menurut peraturan perundang- undangan;

b. perubahan mendasx pada komponen lingkungan yang meampaui  kriteria yang
diakui berdasarkan pertimbangan ilmiah;

c. terancam dan/atau punahnya spesies-gpeses yang langka dan/atau  endemik, dar/atau
dilindungi menurut peraturan perundang-undangan atau kerusakan habitat daminya;

d. kerusskan aau gangguan terhadap kawasan lindung (seperti hutan lindung, cagar
dam, taman nasond, dan suaka margasaiwa) yang ditetap-kan menurut peraturan
perundang-undangan;

e. kerusskan aau punahnya benda-benda dan bangunan gedung peninggd-an sgarah
yang bernila tinggi;

f.  perubahan ared yang mempunyai nila keindahan dami yang tinggi;



g. timbulnyakonflik atau kontrovers dengan masyarakat darvatau pemerintah.

Ayat (2)

Huruf a

Pearsyaatan  lingkungan bangunan  gedung mdiputi  persyaratanper-syaratan  ruang
terbuka hijau pekarangan, ruang sempadan bangunan, tapak basement, hijau pada
bangunan, drkulas dan fadlitas parkir, pertandaan, dan pencahayaan ruang luar
bangunan gedung.

Huruf b

Persyaratan terhadap dampak lingkungan berpedoman kepada Undang-undang tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, tentang kewgiban setigp usaha danv/atau kegiatan yang
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup waib  memiliki
andiss mengena dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin meakukan usaha
dan/atau kegiatan.

Huruf ¢

Persyaratan teknis pengdolaan dampak lingkungan mdiputi  persyaratan  teknis
bangunan, persyaratan pelaksanaan konstruks, pembuangan limbah car dan padat, serta
pengel olaan daerah bencana.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keanddan bangunan gedung addah keadaan bangunan gedung
yang memenuhi persyaratan kesdamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan
bangunan gedung sesua dengan kebutuhan fungs yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasd 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Sigem proteks pasf addah suatu sstem proteks kebakaran pada bangunan gedung yang
berbasis pada desain struktur dan arsitektur sehingga bangunan gedung itu sendiri secara
grukturad stabil ddam waktu tertentu dan dgpat menghambat penjdaran api serta panas
bilaterjadi kebakaran.

Sistem proteks aktif ddam mendeteks kebakaran addah dstem deteks dan dam
kebakaran, sedangkan sstem proteks aktif daam memadamkan kebakaran adaah sstem
hidran, hose-reel, sstem sprinkier, dan pemadam api ringan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pesal 18

Aya (1)

Persyaratan kemampuan mendukung beban muatan sdain beban berat sendiri, beban
manuda, dan beban barang juga untuk mendukung beban yang timbul akibat perilaku
dam sepati gempa (tektonik/vulkanik) dan angin ribut/bada, menurunnya kekuatan
materid yang disebabkan oleh penyusutan, releksas, keldahan, dan perbedaan panas,
serta kemungkinan tanah longsor, banjir, dan bahaya kerusakan akibat serangga perusak
dan jamur.

Ayat (2)

Varias pembebanan adalah varias beban bangunan gedung pada kondis kosong, atau
sebagian kosong dan sebagian maksmum. Bangunan gedung dengan jumlah lantai Iebih
dari dua lanta harus diserta dengan perhitungan gruktur daam menyusun rencana
teknisnya.

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)



Kongruks tahan gpi adadah konstruks yang unsur struktur pembentuknya tahan gpi dan
mampu menahan secara srukturd terhadgp beban muatannya yang dinyatakan dadam
tingkat ketahanan api (TKA) elemen bangunan, yang mdiputi ketahanan ddam memikul
beban, penjaaran api (integritas), dan penjaaran panas (isolas).

Kompartemenisas addah penyekatan ruang ddam luasan maksmum dan/atau volume
maeksmum ruang sesua dengan klasfikas bangunan dan tipe konstruks tahan gpi yang
diperhitungkan. Dinding penyekat pembentuk kompartemen dimaksudkan — untuk
melokalisr api dan asgp kebakaran, atau mencegah penjdaran panas ke ruang
bersebel ahan.

Pemisahan addah pemisahan vertika pada bukaan dinding luar, pemisshan oleh dinding
tahan api, dan pemisahan pada shaft lift.

Bukaan addah lubang pada dinding aau lubang utilitas (ducting AC, plumbing, dsb.)
yang harus dilindungi atau diberi katup penyetop api/asap untuk mencegah merambatnya
api/asap ke ruang lainnya.

Untuk mendukung efektivitas ssem proteks pasf dipertimbangkan adanya jdan
lingkungan yang dapat dildui oleh mobil pemadam kebakaran danv/atau jdan belakang
(brandgang) yang dapat dipaka untuk evaekuas dan/atau pemadaman api.

Ayat (2)

Cukup jdlas

Aya (3)

Rumah tinggd tunggd, khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat, tidak
diwgibkan dilengkapi dengan dSstem proteks pasf dan  aktif, tetgpl  disesuaikan
berdasarkan  kemampuan setigp  pemilik  bangunan  gedung sarta  pertimbangan
kesdamatan bangunan gedung dan lingkungan disekitarnya.

Aya (4)

Cukup jelas

Pasa 20

Cukup jelas

Pasa 21

Cukup jelas

Pasal 22

Aya (1)

Sdgem penghawaan juga mempertimbangkan pringp-pringp penghematan energi ddam
bangunan gedung.

Aya (2)

Ketentuan bukaan untuk ventilas aami bangunan gedung juga disesuakan terhedap
ketinggian bangunan gedung dan kondis geogréfis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Aya (1)

Sgem pencahayaan juga mempertimbangkan pringp-prindp penghematan energi ddam
bangunan gedung.

Pencahayaan buatan addah penyedisan penerangan buatan mdadui  indaas  ligtrik
dan/atau sstem energi ddam bangunan gedung agar orang di ddamnya dgpat melakukan
kegiatannya sesual fungs bangunan gedung.

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Pasa 24

Aya (1)

Penyduran ar hujan harus didirkan ke sumur resgpan dan/atau ke sauran jaringan sumur
kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)



Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Aya (1)
Cukup jelas
Aya (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Aya (4)
Pada bangunan gedung yang karena fungsnya mempersyaratkan tingkat kenyamanan
tertentu, untuk mendapatkan tingkat temperatur dan kelembaban udara di ddam ruangan
dapat dilakukan dengan pengkondisian udara.
Pengkondisan udara dilakukan dengan mempertimbangkan prindp-prindp penghematan
energi dalam bangunan gedung.
Ayat (5)
Kenyamanan pandangan dapat diwujudkan meldui gubahan massa bangunan, rancangan
bukaan, tata ruang daam dan ruang luar bangunan, serta dengan memanfastkan potens
ruang luar bangunan, ruang terbuka hijau dami aau buaan, termasuk pencegahan
terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
Ayat (6)
Kenyamanan terhadap getaran adaah suatu keadsan dengan tingkat getaran yang tidak
menimbulkan gangguan bagi kesehatan dan kenyamanan seseorang daam  melakukan
kegiatannya. Getaran dapat berupa getaran kegut, getaran mekanik aau saismik balk yang
berasd dari ddam bangunan maupun dari luar bangunan.
Kenyamanan terhadap kebisngan adaah keadaan dengan tingkat kebisingan yang tidak
menimbulkan gangguan pendengaran, kesehatan, dan kenyamanan bagi seseorang ddam
melakukan kegiatan.
Aya (7)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimeksud dengan akseshilitas pada bangunan gedung mdiputi jaan masuk, jdan
keluar, hubungan horizonta antarruang, hubungan vertikd ddam bangunan gedung dan
saana trangportas vertika, serta penyediaan akses evakuas bagi pengguna bangunan
gedung, termasuk kemudahan mencari, menemukan, dan menggunakan dat pertolongan
dalan keadsan darurat bagi penghuni dan terutama bagi para penyandang cacat, lanjut
usia, dan wanita hamil, terutama untuk bangunan gedung pelayanan umum.

Akseshilitas harus memenuhi fungs dan persyaratan kinerja, ketentuan tentang jarak,

dimens, pengdonmpokan, jumlah dan daya tampung, seta ketentuan tentang

konstruksinya.

Y ang dimaksud dengan :

- mudah, antara lan kegdasan ddam mencepa ke lokad, diberi keterangan dan
menghindari risko terjebak;

- nyaman, antaralain medui ukuran dan syarat yang memadai;

- aman, antara lan tepissh dengan jdan ke luar untuk kebakaran, kemiringan
permukaan lanta, serta tangga dan bordes yang mempunya pegangan aau
pengaman.

Ayat (3)

Keengkgpan prasyana dan sarana  bangunan  gedung, vyatu jenis  jumlahy

volumelkapasitas, disesuakan dengan fungs bangunan gedung dan  per-syaratan

lingkungan lokas bangunan gedung sesual ketentuan yang berlaku.

Fadlitas komunikes dan informas seperti Ssem komunikas, rambu penuntun, petunjuk,

dan mediainformed lain.



Aya (4)

Cukup jelas

Pasa 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasa 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bencana lain, seperti bila terjadi gempa, kerusuhan, atau kegjadian
darurat lain yang menyebabkan pengguna bangunan gedung harus dievakuas.

Aya (2

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasa 31

Ayat (1)

Rumah tinggd tunggd, khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat, tidak
diwgibkan dilengkapi dengan fadlitas dan akseshilitas bagi penyandang cacat dan lanjut
usa

Bangunan gedung fungs hunian seperti apartemen, flat atau sgenisnya tetap diharuskan
menyediakan fadilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usa

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasa 32

Cukup jelas

Pasal 33

Inlans  yang berwenang addah indand yang sesua dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan yang bertugass membina dan/atau menyelenggarakan  bangunan
gedung dengan fungs khusus.

Pesd 34

Ayat (1)

Kegiatan pengawasan bersfa meekat pada setigp kegiatan penyelenggaraan bangunan
gedung.

Ayét (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan mengenal penyedia jasa konstruks mengikuti peraturan  perundang-undangan
tentang jasa konstruks.

Aya (4)

Pdaksanaan penahgpan pemenuhan ketentuan daam undang-undang ini diaur Iebih
lanjut oleh Pemerintah Daerah sesua dengan kondis sosid, budaya, dan  ekonomi
masyarakat.

Pasal 35

Ayat (1)

Perencanaan pembangunan bangunan gedung addah kegiatan penyusunan rencana teknis
bangunan gedung sesua dengan fungs dan persyaratan teknis yang ditetapkan, sebaga
pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Peaksanaan pembangunan bangunan gedung addah kegiatan pendirian, perbaikan,
penambahan, perubahan, atau pemugaran konstruks bangunan gedung dan/atau indtdas
dan/atau perlengkgpan bangunan gedung sesua dengan rencana teknis yang tdah
disusun.

Pengawasan pembangunan bangunan gedung addah kegiatan pengawasan pelaksanaan
kondruks mula dai penyigpan lagpangan sampa  dengan penyerahan hasl  akhir
pekerjaan atau kegiatan mangemen konstruks pembangunan gedung.

Aya (2)



Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perjanjian tertulis addah akta otentik yang memua ketentuan
mengena hak dan kewgjiban sdtigp pihak, jangka waktu berlakunya perjanjian, dan
ketentuan lain yang dibuat dihadapan pgjabat yang berwenang.

Kesepakatan perjanjian sebagamana dimaksud di atas harus memperhatikan fungs
bangunan gedung dan bentuk pemanfaatannya, baik kesduruhan maupun sebagian.

Ayat (4)

Rencana teknis bangunan gedung depat terdiri atas rencana-rencana teknis arstektur,
struktur dan konstruks, mekanikal dan eektrika, pertamanan, tata ruang ddam, dan
disgpkan oleh penyedia jasa perencanean yang memiliki - sertifikat sesua  dengan
peraturan  perundang-undangan, daam bentuk gambar rencana, gambar  detal
pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat adminidratif, syara umum dan syara
teknis, rencana anggaran biaya pembangunan, dan laporan perencanaan.

Persetujuan rencana teknis bangunan gedung ddam bentuk izin mendirikan bangunan oleh
Pemerintah Dagrah berdasarkan asas kdlayakan administras dan teknis, prindp pelayanan
prima, serta tata laksana pemerintahan yang baik.

Perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahgp pelaksanaan harus
dilakukan oleh dan/atau aas persetujuan perencana teknis bangunan gedung, dan
digukan terlebih dahulu kepada indans yang berwenang untuk  mendapatkan
pengesahan.

Untuk bangunan gedung fungd khusus izin mendiriken bangunannya ditetapkan oleh
Pemerintah setelah berkoordinas dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Aya (1)

Tim ahli dibentuk berdasarkan kepastas dan kemampuan Pemerintah Dagrah untuk
membantu  memberikan nashat dan petimbangan profesona atas rencana teknis
bangunan gedung untuk kepentingan umum atau tertentu.

Ayét (2)

Untuk bangunan gedung fungs khusus, rencana teknistiya harus mendapat-kan
pertimbangan dari tim ahli terkait ssbelum disatujui oleh insans yang berwenang daam
pembinaan teknis bangunan gedung fungs khusus

Aya (3)

Keberadaan tim ahli bangunan gedung disesuaikan dengan komplekstas bangunan
gedung yang memerlukan nashat dan petimbangan profesona, dapa mencakup
mesyarakat ahli di luar displin bangunan gedung sepanjang diperlukan, bersfat
independen, objektif, dan tidak terdapat konflik kepentingan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Aya (1)

Yang dimeksud lak fungd, yatu befunganya sduruh aau seébagian dai  bangunan
gedung yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan, serta persyaratan
kesdamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan
fungd yang ditetapkan.

Ayat (2)

Suatu bangunan gedung dinyatekan lak fungs apabila tdah dilakukan pengkgian teknis
terhadgp pemenuhan sduruh  persyaratan  teknis bangunan gedung, dan Pemerintah
Daerah mengesahkannya dalam bentuk sertifikat laik fungs bangunan gedung.

Ayat (3)

Pemeriksaan secara berkda dilakukan pemilik bangunan gedung meldui pengkgi teknis
Sehagal persyaratan untuk mendapatkan atau perpanjangan sertifikat laik fungs bangunan
gedung.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas



Pasal 38

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang terkait addah Undang-undang tentang Cagar
Budaya.

Aya (2)

Bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dapat berupa kesatuan
atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau Ssa-Ssanya yang berumur paing sedikit 50
(lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun,
seta diangggp mempunya nila penting sgarah, ilmu  pengetahuan, dan kebudayaan,
termasuk nilal arsitektur dan teknologinya.

Aya (3)

Yang dimeksud mengubah, yatu kegiaan yang dapat merussk nila cagar budaya
bangunan gedung darv/atau lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Perbaikan, pemugaran, dan pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungan yang harus
dilindungi dan dilesaikan harus dilakukan dengan memperhatikan nila sgarah dan
keadian bentuk serta pengamanannya sehingga dapat dimanfaetkan sesua  dengan
fungsnya semula, aau dapa dimanfastkan sesua dengan potens  pengembangan lain
yang lebih tepat berdasarkan kriteria yang ditetgpkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau
Pemerintah.

Aya (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Aya (1)

Huruf a

Bangunan gedung yang tidak lak fungs dan tidek dapat diperbaki lagi berati akan
membahayakan kesdamatan pemilik dan/atau pengguna apabila  bangunan  gedung
tersebut terus digunakan.

Dadam hd bangunan gedung dinyatekan tidek lak fungs tetgpi mash dapat diperbaiki,
pemilik dan/atau pengguna diberikan kesempatan untuk memperbaikinya sampa dengan
dinyatakan laik fungs.

Dadam hd pemilik tidek mampu, untuk rumah tinggd agpabila tidek laik fungs dan tidak
dapat diperbaiki serta membahayakan kesdamaan penghuni atau lingkungan, bangunan
tersebut harus dikosongkan.  Apabila bangunan tersebut membahayakan kepentingan
umum, pelaksanaan pembongkarannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dagpat menimbulkan bahaya addah ketika daam pemanfaatan bangunan
gedung dan/atau lingkungannya dapat membahayakan kesdamatan masyarakat dan
lingkungan.

Huruf ¢

Temasuk ddam pengetian bangunan gedung yang tidek sesua  peruntukannya
berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, sehingga tidak dapat diproses
izin mendirikan bangunannya

Aya (2)

Pemerintah Daerah menetepkan datus bangunan gedung dapat  dibongkar setelah
mendapatkan hasil pengkgian teknis bangunan gedung yang dilaksanakan secara
profesiond, independen dan objektif.

Aya (3)

Dikecudiken bagi rumaeh tinggd tunggd, khususnya rumah inti tumbuh dan rumah
sederhana sehat.

Keddaman dan kduasan tingkatan pengkgian teknis sangat bergantung pada
kompleksitas dan fungs bangunan gedung.

Aya (4)

Rencana teknis pembongkaran bangunan gedung termasuk gambar-gambar rencana,
gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan pembongkaran, jadwal
pel aksanaan, serta rencana pengamanan lingkungan.



Peaksanaan pembongkaran yang memaka perdatan berat dan/atau bahan peledak harus
dilaksangkan oleh penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung yang teah
mendapatkan sertifikat sesual dengan peraturan perundang- undangan.

Aya (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Aya (1)

Huruf a

Persetyjuan  rencana  teknis bangunan gedung yang tdah memenuhi  persyaratan
merupakan kewgjiban dan tanggung jawab yang meekat pada Pemerintah Daerah.

Perstujuan dari Pemerintah Dagrah atas rencana teknis bangunan gedung yang telah
memenuhi persyaratan diperoleh secara cuma-cuma dari instans yang berwenang.

Huruf b

Perizinan pembangunan bangunan gedung berupa izin mendirikan bangunan gedung
yang diperoleh dari Pemerinteh Daerah secara cepat dan murah/terjangkau setdlah
rencana teknis bangunan gedung disstujui.

Biaya izin mendirikan bangunan gedung bersfa terjangkau disesuakan dengan fungs,
kepemilikan, dan komplekstas bangunan gedung, sarta dimaksudkan untuk mendukung
pembiayaan pelayanan perizinan, menerbitkean surat bukti kepemiliken bangunan gedung
dan pembinaan teknis penye enggaraan bangunan gedung.

Huruf ¢

Surat ketetgpan bangunan gedung davaau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan
diperoleh dari Pemerintah Daerah secara cuma-cuma

Huruf d

Penetgpan  insentif  dilaksanakan berdasarkan peraturan  perundang-undangan dan/atau
Peraturan Dagrah.

Huruf e

Izin tertulis dari Pemerintah Dagrah berupa perubahan izin mendirikan bangunan gedung
karena adanya perubahan fungs bangunan gedung.

Huruf f

Penetapan ganti rugi  dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau
Peraturan Dagrah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasa 41

Ayat (1)

Pemilik dan pengguna bangunan gedung dapat memperolen secara cuma-cuma informes
pedoman tata cara, keterangan persyaratan dan penyedenggaraan serta  peraturan
bangunan gedung yang tersedia di Pemerintah Daerah.

Aya (2)

Huruf a

Tidek dibenarkan memanfaatkan bangunan gedung yang tidek sesua dengan fungs yang
telah ditetapkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Pemeriksaan secara berkaa aas kdakan fungs bangunan gedung mediputi pemeriksaan
terhadgp pemenuhan persyaratan adminidratif dan teknis bangunan gedung sesua
dengan fungsnya, dengan tingkatan pemeriksaan berkda disesuakan dengan  jenis
kongtruks, mekanika dan eektrika, serta kelengkapan bangunan gedung.

Pemeriksaan secara berkaa dilakukan pada periode tertentu, aau karena adanya
perubshan fungs bangunan gedung, aau karena adanya bencana yang berdampak
penting pada keandalan bangunan gedung, seperti kebakaran dan gempa.



Pemeriksaan kdakan fungs bangunan gedung dilakukan oleh pengkgi teknis yang
kompeten dan memiliki sertifikat sesua dengan perauran perundang-undangan, serta
mel gporkan kepada Pemerintah Daerah atas hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

Pemerintah Daerah mengatur kewgiban pemeriksaan  secara
berkda, dan dapat secara acak melakukan pemeriksaan atas hasil pengkgian teknis yang
dilakukan oleh pengkgi teknis.

Huruf e
Perbaikan dilakukan terhadap sdluruh, bagian, komponen, atau
bahan bangunan gedung yang dinyatekan tidek lak fungs dari hesl pemeriksaan yang
dilakukan oleh pengkgji teknis, sampal dengan dinyatakan telah laik fungs.

Huruf f
Sdan pemilik, pengguna juga dgpat diwgibkan membongkar
bangunan gedung ddam hd yang bersangkutan terikat ddam perjanjian menggunakan
bangunan yang tidak laik fungs.

Pasal 42
Ayat (1)
Huruf a

Apabila terjadi ketidaktertiban dalam pembangunan, pemanfaatan,
peesarian, dan pembongkaran bangunan gedung, masyarakat dagpat menyampaikan
laporan, masukan, dan usulan kepada Pemerintah Daerah.

Setigp orang juga berperan daam menjaga ketertiban dan
memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti ddam memanfaatkan fungs bangunan gedung
sebagal pengunjung pertokoan, bioskop, mal, pasar, dan pemanfaat tempat umum lain.

Huruf b
Yang dimaksud dengan penyempurnaan termasuk  perbaikan
Peraturan Daerah tentang bangunan gedung sehingga sesual dengan undang-undang ini.

Huruf ¢
Penyampaian pendgpat dan petimbangan dgpat mddui tim ahli
bangunan gedung yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau mddui forum didog dan
dengar pendapat publik.
Penyampaian pendapat tersebut dimeksudkan agar masyarakat
yang bersangkutan ikut memiliki dan bertanggung jawab ddam penataan bangunan dan
lingkungannya.

Huruf d
Gugatan perwakilan dapat dilakukan sesua dengan  peraturan
perundang-undangan oleh perorangan aau kelompok orang yang mewekili para pihak
yang dirugikan akibat adanya penydenggaraan bangunan gedung yang mengganggu,
merugikan, atau membahayakan.
Aya (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)

Pembinaan dilakukan ddam rangka tata pemerintahan yang bak medui
kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan sehingga Setigp  penydenggaraan
bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercgpa keanddan bangunan gedung yang
sesua dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

Pengaturan dilakukan dengan pelembagaan peraturan perundang-undangan, pedoman,
petunjuk, dan dandar teknis bangunan gedung sampa dengan di dagrah dan
operasondisasinya di masyarakat.



Pemberdayaan dilakukan terhadgp para penyelenggara bangunan gedung dan aparat
Pemerintah Dagrah untuk menumbuh-kembangkan kesadaran akan hak, kewgjiban, dan
perannya dalam penyd enggaraan bangunan gedung.

Pengawasan dilakukan meldui pemantauan terhadep pelaksanaan penergpan peraturan
perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.

Ayat (2)

Peaksanaan pembinaan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-
undangan tentang pembinaan dan pengawasan atas pemerintahan daerah.

Aya (3)

Masyarekat yang terkait dengan bangunan gedung seperti masyarekat ahli, asosas
profes, asodas perusahaan, masyarakat pemilik dan pengguna bangunan gedung, dan
goarat pemerintah.

Ayat (4)

Pemberdayaan masyarekat yang bdum mampu dimaksudkan untuk  menumbuhkan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bangunan gedung meddui  upaya
internalisas, sosdisad, dan pelembagaan di tingkat masyarakat.

Pasal 44

Pengenaan sankd tidek berarti membebaskan pemilik dan/atau  pengguna bangunan
gedung dari kewgibannya memenuhi ketentuan yang ditetgpkan daam undang-undang
in.

Yang dimaksud dengan sanks adminidratif addah sanks yang diberikan  oleh
adminigrator (pemerintah) kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tanpa
melaui proses peradilan karenatidak terpenuhinya ketentuan undang-undang ini.

Sanks adminigratif meiputi bebergpa jenis, yang pengenaannya bergantung pada tingkat
kesal ahan yang dilakukan oleh pemilik dar/atau pengguna bangunan gedung.

Yang dimeksud dengan nila bangunan gedung ddam ketentuan sanks addah nila
kesdluruhan suatu bangunan pada saat sedang dibangun bagi yang sedang daam proses
pelaksanaan konsgtruks, aau nila kesduruhan suatu bangunan gedung yang ditetgpkan
pada saat sanks dikenakan bagi bangunan gedung yang telah berdiri.

Pasal 45

Aya (1)

Sankd adminidratif ini bergfat dternatif.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Penghentian sementara atau tetgp pada pekerjaan pelaksanaan pemba-ngunan addah
surat perintah penghentian pekerjaan peaksanaan sampal dengan penyegelan bangunan
gedung.

Huruf d

Penghentian sementara aau tetgp pada pemanfastan bangunan gedung addah surat
perintah penghentian pemanfastan sampa dengan penyegd an bangunan gedung.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Pelaksanaan pembongkaran dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemilik bangunan
gedung.

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)



Cukup jelas

Aya (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Aya (4)

Untuk membantu proses peradilan dan menjaga objektivitas serta nila keedilan, hakim
ddam memutuskan perkara das peanggaan tersebut  dengan  terlebih  dahulu
mendapatkan pertimbangan dari tim ahli di bidang bangunan gedung.

Pasa 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Bangunan gedung yang tdah memiliki izin mendirikean bangunan ssbdum  disshkannya
undang-undang ini, secara berkda tetap harus dinila keakan fungsnya sesua dengan
ketentuan dalam undang-undang ini.

Bangunan gedung yang tdah memiliki izin mendirikean bangunan ssbdum  disshkannya
undang-undang ini, juga harus didaftarkan bersamaan dengan kegiaan pendataan
bangunan gedung secara periodik yang dilakukan oleh Pemerintah Daegrah, atau
berdasarkan prakarsa masyarakat sendiri.

Ayat (3)

Bangunan gedung yang bdum memiliki izin mendirikan bangunan pada ssat dan setelah
diberlakukannya undang-undang ini, diwgibkan mengurus izin  mendirikan bangunan
meldui  pengkgian keakan fungd bangunan gedung dan mendapatken sertifikat laik
fungg.

Pengkgian keakan fungs bangunan gedung dilakukan oleh pengkgi teknis dan dapat
bertahap sesuai dengan kondis sosid, ekonomi, dan budaya masyarakat berdasarkan
penetapan oleh Pemerintah Daerah.

Daam had bdum terdapat pengkgi teknis dimaksud, pengkgian teknis dilakukan oleh
Pemerintah Dagrah.

Pemerintah Daerah wagib meakukan pembinaan dan memberikan kemudahan serta
pelayanan yang bak kepada masyarakat yang akan mengurus izin mendirikan bangunan
atau sertifikat laik fungs bangunan gedung.

Pasal 49

Cukup jelas
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